
BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

1. Perlindungan hukum bagi Pasien yang menggunakan jasa Bidan sebagai upaya 

untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan KUHPerdata adalah 

berbentuk tanggung jawab oleh Bidan karena mereka telah membentuk 

hubungan hukum/perikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban untuk 

dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga perlindungan hukum nya terdapat pada 

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pasien yang mengalami kerugian berhak 

untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pasien akibat kesalahan/kelalaian 

yang disebabkan oleh Bidan sehingga timbul kerugian adalah berdasarkan 

perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata karena Perikatan 

antara Bidan dengan Pasien merupakan perjanjian yang berdasarkan upaya 

terbaik untuk mendapatkan suatu hasil dan prestasinya tidak dapat diukur 

(Inspannings Verbintenis).  

Gugatan yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi 4 

unsur, yaitu (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan oleh 

pelaku, (3) korban mengalami kerugian, dan (4) hubungan sebab akibat antara 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang 

dialami korban.  

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis dan sehubungan dengan 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, Bidan harus sangat hati-hati, teliti dan 

memperhatikan standar profesi bidan yang diatur dalam Permenkes Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi Bidan dan memperhatikan 



batasan kewenangannya sesuai dengan UU Kebidanan, UU Tenaga Kesehatan 

dan dalam melakukan hubungan hukum dengan Pasien harus berpedoman pada 

KUHPerdata. Pemerintah dan organisasi profesi Bidan haruslah rutin 

melakukan pengawasan kepada Bidan dan memberikan pelatihan-pelatihan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar dapat melayani Pasien sesuai 

dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan.  

2. Pemerintah diharapkan segera memperbaharui UU Kebidanan dalam hal sanksi 

yang diterima oleh Bidan jika ia melakukan kerugian bagi Pasien, karena dalam 

UU Kebidanan hanya terdapat sanksi administratif saja, sehingga dalam hal ini 

masih berpotensi bagi Bidan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai 

dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku. Seharusnya ditambah 

dengan sanksi perdata agar Bidan dalam menjalankan profesinya, tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 
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